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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pembicaraan tentang lkorupsi 

lseakan ltidak lada lputus-putusnya. lKejadian lini lmemang lsangat lmenarik luntuk ldi 

lbahas, lapalagi ldalam lkondisi lyang lsekarang lini, ldimana lpemerintah ltidak 

lmencerminkan lkepercayaan lkepada lrakyat. Korupsi merupakan kejahatan yang 

sangat merugikan negara,serta dapat membawa kehancuran bagi perekonomian 

suatu negara. lTindak lpidana lkorupsi ldipandang lsebagai lkejahatan lyang lberdampak 

lpada lhak lsosial ldan lekonomi lmasyarakat ldalam lsuatu lnegara, lsehingga ldalam 

lpenanganan lini ldiperlukan lextra lordinary ltreatment, lserta lpembuktiannya 

lmembutuhkan llangkah-langkah lyang lserius, lProfessional ldan lindependen 1 . 

lLangkah lini lperlu ldilakukan lmengingat lkorupsi ltergolong lwhite lcollar lcrime. 

lEdwin lH. lSutherland lmenyatakan lbahwa lwhite lcollar lcrime lsuatu lperbuatan lyang  

ldilakukan loleh lseorang lyang lmemiliki lgolongan lsosial ltinggi ldalam lkaitan ldengan 

lokupasinya l(jabatannya). lMenurut lF. lAndreae lkorupsi lberasal ldari lkata llatin 

lcorroptus latau lcoruption. lEropa lseperti lBelanda lcorruptiove, lPerancis lcoruption, 

lInggris lcorruption ldan lIndonesia lkorupsi ladalah lkebusukan, lketidakjujuran, ldapat 

ldisuap, lketidak lbermoral,dan lkebejatan. lSedangkan ldalam listilah lPoerwadarminta 

lkorupsimerupakan tindakan lburuk lseperti lpenerimaan luang lsogok, lpenggelapan 

ldan sebagainya.  

Di Indonesia korupsi lsuatu lpermasalahan lyang lsusah luntuk ldicegah lyang 

lmenimbulkan lsuatu lkata listilah l“budaya lkorupsi” lpada lmasyarakat. lSalah lsatu 

lkasus lyang lpernah lterjadi lpada ldunia lpendidikan ldi lIndonesia, lterutama lpada 

lSumatera lUtara lmisalnya lyang lmelibakan loknum lmantan lkepala ldinas lpendidikan 

lSumatera lUtara lTaroni lHia, lakhirnya ldijebloskan ldi ldalam ltahanan. lDia 

lmelakukan lperbuatan lPidana lKorupsi ldengan lmenimbulkan lkerugian lpada lNegara 

lsebesar l1,5lmiliar luntuk langgaran lujian lnasional l2006/2007 lpada ltingkat lsekolah 

lMenengah lMadrasah lTsanawiyah ldan lpada lSekolah lTingkat lAtas. lSelain litu lkasus  

lkorupsi lpengadaan lbuku lpanduan lSD ldan lSMP l ldi lTahun l2020 lyang lmelibatkan 

                                                             
1 Hernolad Ferry Makawimbang, 2014, Kerugian Keuangan Negara mengenai Pidana 

Korupsi, Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 1. 
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lmantan lKepala lBidang l(Kabid) lEfni lEfrida lPembina lPendidikan lDasar ldi lDinas 

lPendidikan lKota lTebing lTinggi. 

Korupsi sangat lberbahaya lbagi lsosial lekonomi lmasyarakat ldan lkeuangan 

lNegara. lAncaman lbagi lpelaku lmengenai lPidana lKorupsi ltelah ldicantumkan ldalam 

lUU lRepublik lIndonesia lNo. l20 lTahun l2001 lmengenai lperubahan lpada lUU  

lRepublik lIndonesia lNo. l31 ltahun l1999 lmengenai lpemberantas lpada lPidana 

Korupsi. 

Permasalahan penegak lhukum lpada lpidana lkorupsi ltentu lditujukan lpada 

lbudaya lmasyarakat, ljuga lpandangan lrakyat lpada lhukum. lSutjipto lRahatdjo lbudaya 

lpada lhukum lmerupakan lsuatu llandasan lyang ldijalankannya lserta ldalam 

masyarakat merupakan lhukum lpositif, lkarena ldalam lhukum lpositif ldapat  

lditentukan loleh lpandangan,perilaku ldan lnilai lyang ldihayatinya2.  

 Upaya pencegahan lTindak lPidana lKorupsi ldimasyarakat lkhususnya lpada 

ldunia lpendidikan lbisa ldilakukan lupaya lmencegah lbertumbuhnya lniat lkorupsi lpada 

lanak lbangsa lmelalui lformal lpendidikan lkarakter. lGairah lantikorupsi ldan ldapat  

ldijadikan lsuatu lkajian lyaitu ldengan lmenanamkan lsikap, lcara lpikir lyang lanti lpada  

lkorupsi ldengan llembaga lpendidikan, ldikarena llembaga lpendidikan 

lmerupakanbentuk pembudayaan. 

Apa bila lsecara lsadar lkita lmembina lgenerasi lmuda, lmaka lakan lterwujut 

lmentalitas lantikorupsi ldan lmampu lterindetifikasi lberbagai lkekurangan lpada lsistem 

lnilai lyang lmereka lmiliki lserta lmampu lmengubah lsistem lnilai lwarisan lsebagai 

llebih lbaru. lPada lkonteks lpendidikan, l“pembarantasan lkorupsi lsampai lpada 

lakarnya” lberarti lmelakukan lrangkaian lbisnis lbuat lmenciptakan lgenerasi lyang lbisa 

lmenolak lsuatu ltindakan lbentuk lkorupsi lyangterjadi. 

  

Pendidikan antikorupsi ldengan lfomal lpendidikan llebih lefektif, lkarena 

llembaga lpendidikan ladalah lsuatu lyang lmenciptakan lberubahnya lperilaku 

lmentallyang lterjadi ldalam ldiri lseorang, ldengan llangkah ltersebut lmaka ldapat llebih 

lmudah lternilai, ldengan lperubahan lperilaku lpada lanti lkorupsi. lPerubahan lmenurut 

lsikap lmembiarkan lmenggunakan lmenolak lsecara lkeras lpara lkoruptor luntuk ltak 

lmelakukan lperbuatan lkorupsi, lmaka ltak lakan lpernah lterjadi lbila lkita ltak 

                                                             
2 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, halaman. 85. 
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lmelakukan lpembina lcara lpikir lgenerasi lmuda ldalam lmengubah lpraktik lnilai lyang 

lakan ldiwariskan ldalam lsetiap ltahap lperjalanan lbangsa lsesuai ldengan ltuntutan. 

Lembaga pendidikan lharus lmampu lmengambil lperan lyang lsangat lpenting ldalam 

lmembentuk lpendidikan lformal lantikorupsi lterutama lpada lmembudayakan 

ltindakan lantikorupsi lpada lkalangan lsiswa3. lPembelajaran lPengetahuan lantikorupsi 

ldapat ldiajarkan lsejak ldini ldengan lmemasukkan lpada lproses lpelajaran lpada ltingkat 

ldasar lsampai lpada lperguruan ltinggi. lDengan lini lsebagai ltindakan lmembentuk 

lkarakter ldan lperilaku lsiswa lyang lmenolak lkorupsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian llatar lbelakang lpada latas, lmaka lpermasalahan-

permasalahan lyang lakan lditeliti lmerupakan lsebagai lberikut: 

1. Bagaimana aturan lhukum lterhadap lpenegakan ltindak lpidana lkorupsi ldi 

indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh lbudaya lhukum lterhadap lpenegakan lahukum latas 

ltindak lpidana lkorupsi ldi lIndonesia? 

3. Bagaimana lperan llembaga lpendidikan ldalam lpencegahan ltindak lpidana 

lkorupsi ldi lIndonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan lperkara lpada latas lmaka ltujuan ldari lpenelitian lini 

merupakan: 

1. Untuk mengetahui langgaran laturan lterhadap lpenegakan ltindak lpidana  

lkorupsi lpada lindonesia. 

2. Dengan mengetahui lpengaruh lbudaya lhukum lterhadap lpenegak lhukum 

ldalam ltindak lpidana lkorupsi lpada lIndonesia. 

3. Untuk mengetahui lperan llembaga lpendidikan ldalam lpemberantasan ltindak l 

pidana lkorupsi ldi lIndonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ldiatas ldiharapkan ldapat lberguna ldari lpenemuan 

lkonsep-konsep lhukum lterhadap ltindak lpidana lkorupsi ldi lIndonesia lselain 

litu ldapat lmemberikan lsumbangsih lpemikiran ldi lbidang lilmu lhukum ldalam 

                                                             
3  Oktavia Adhi Suciptaningsih, Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di 

Kecamatan Gunung Pati (Jurnal Universitas PGRI Semarang, 2014), Vol.4. No.2. 
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lmengatasi lmasalah-masalah ltindak lpidana lkorupsi lyang ltimbul ldibidang 

lpendidikan. 

2. Secara praktis 

Penelitian lini ldiharapkan ldapat lbermanfaat luntuk: 

a. Bagi lpenulis ldapat lmenambah lpengalaman lilmu lserta lwawasan ltentang 

lcara lmemberantas korupsi  

b. Bagi pendidik ldan lcalon lpendidik 

Dapat lmenanmbah lpengetahuan ldan lsumbangan lpemikiran ltentang lcara 

lmengembangkan lpengetahuan lkhususunya lkorupsi ldi lbidang 

lpendidikan 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Andy Mulyono, limbas laspek lkultur laturan lterhadap lberkembangnya ltindak  

lpidana lgratifikasi lpada lIndonesia l(aspek lpenegak laturan lpidana), lmetode 

lyang ldigunakan lpenelitian lnormative, lhasil ldari lpenelitian lini, laspek lnilai 

lbudaya lbalasasn lbudi ltidak ldikriminalisasi lpada lbentuk lgratifikasi, lnamun 

lupaya lpemberantasan lkorupsi lnamun ldilakukan lsecara lmemberantas lsuap-

menyuap, lperbedaannya lterdapat ldi llokasi lpenelitian, lwaktu lpenelitian,  

lvariabel lpenelitian. 


